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ABSTRAK

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum dimasyarakat adalah pemberian tanda 
terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk hadiah 
maupun imbalan. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan 
disebut melakukan gratifikasi yang akan menjadi potensi perbuatan korupsi 
dikemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan 
perundang-undangan, oleh karena itu berapapun nilai gratifikasi yang diterima 
seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, bila pemberian tersebut patut 
diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan, segera melaporkannya kepada KP K 
untuk dianalisis lebih lanjut, pelaporan gratifikasi bagi pegawai negeri dan 
penyelenggara negara telah ditentukan dalam Pasal 12C Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adapun permasalahan 
dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum gratifikasi apabila melaporkan 
gratifikasi kepada KPK melebihi waktu 30 hari dan apa yang menjadi faktor 
keterlambatan pelaporan gratifikasi dengan menggunakan metodelogi yuridis 
normatif, artinya bahwa penelitian ini bertitik tolak pada data sekunder, dengan 
kata lain penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka. Apabila menurut kepastian 
hukum, gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK melebihi batas waktu yang 
ditentukan akibat hukumnya adalah gratifikasi, namun ada alasan yang dapat 
dibenarkan sehingga tidak dipidananya suatu perbuatan yang telah memenuhi 
unsur-unsur gratifikasi dan mengesampingkan peraturan undang-undang yang 
mengaturnya demi keadilan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Gratifikasi, Pejabat Negara, Pegawai Negeri

x



BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 

Masalah korupsi di

perdebatan, dan usaha memperbaiki perundang-undangan 

putus asa untuk memberantasnya. Para penegak hukum terlihat kehilangan akal 

dalam memikirkan dari mana mulai suatu penindakan. Semakin didalami

Indonesia tidak pernah sepi dari pembicaraan,

. Bahkan muncul rasa

rti menelusuri tali yang panjang yang pada akhirnya 

tali tersebut ternyata tersangkut
ditelusuri, semakin nyata sepe 

mencengangkan semua orang bahwa diujung

elite politik, pengusaha, dan petinggi hukum. Ternyata mereka
hampir semua 

yang selama ini rajin menggugat koruptor terlibat dalam kisaran puting beliung

korupsi pula.
Korupsi adalah istilah yang tidak asing lagi khususnya bagi masyarakat

pada masyarakat manca negara. Kompsi itu sendiri

mempunyai makna tindak pidana yang memperkaya diri sendiri yang secara 

langsung merugikan negara atau keuangan negara. Sepatutnya tindak pidana korupsi 

harus memdapatkan perhatian yang berkaitan dengan unsur-unsur yang termuat

Indonesia atau umumnya

didalamnya, yaitu:

'Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional 
Internasional, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 5. Dan

1
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1. Bahwa perbuatan yang dilakukan mengandung unsur “melawan hukum”
2. Bahwa perbuatan itu mengandung unsur “kesengajaan”
3. Bahwa adanya penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan abatan yang

melekat pada dirinya.
4. Bahwa perbuatan itu merugikan keuangan maupun perekonomian Negara

dan Masyarakat2

Benveniste mendefinisikan korupsi kedalam 4 jenis, yaitu :

1. Discretionery corruption, ialah perbuatan korupsi yang dilakukan karena
menentukan kebijaksanaan, bersifatadanya kebebasan dalam 

sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota

organisasi.
2. 1Ilegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud

mengacaukan maksud-maksud atau bahasa hukum, peraturan dan 

regulasi tertentu.
3. Mercenery corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud

untuk mendapatkan keuntungan diri pribadi, dengan menggunakan 

penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

4. Ideological corruption, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionery

yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan suatu kelompok.3

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih 

dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, fenomena ini dapat dimaklumi 

mengingat dampak buruk/negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak 

yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan

2 Indriyanto Seno Adji, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana Jakarta: 
Diadit Media, 2007, hlm 322. 5
2008 hlm 8 ErmanSjah Djaja’ Memberantas Erupsi Bersama KPK, Jakarta: Sinar Grafika Offset,
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masalah yang serius, tindak pidana ini membahayakan stabilitas dan keamanan 

masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga pembangunan 

politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena dengan 

perlahan perbuatan ini seakan semakin membudaya. Korupsi merupakan ancaman 

terhadap cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.4

Korupsi mempunyai dampak negatif yang sangat besar. Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia disebutkan bahwa korupsi berasal dari kata dasar “Korup” yang 

artinya buruk, rusak, busuk, suka menerima uang sogok, dapat disogok (memakai 

kekuasaan untuk kepentingan pribadi), sedangkan korupsi artinya penyelewengan 

atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk 

keuntungan pribadi atau orang lain.5

Telah diakui pula, bahwa korupsi ini sudah dianggap sebagai kejahatan yang 

sangat luar biasa “extra ordinary crime” sehingga kejahatan ini sering dianggap 

sebagai “beyond the /mv” karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas 

atas “high level economic” dan birokrasi kalangan atas “high level beurocratic” 

baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan, kejahatan korupsi yang melibatkan 

kekuasaan sangat sulit pembuktiannya, selain itu kehendak adanya 

pemberantasaan perbuatan ini nyata-nyata terbentur dengan kepentingan 

kekuasaan yang mungkin melibatkan para birokrasi tersebut, akibatnya sudah

4 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 1.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia., cetakan kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 462.
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dapat diperkirakan bahwa korupsi ini seolah-olah menjadi “beyond the law dan 

sebagai bentuk perbuatan yang “untouchble by the law”6

Pada tahun 2001 dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang- 

undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembar Negara Nomor 134, dan Tambahan 

Lembar Negara Nomor 4150). Dalam undang-undang yang baru ini lebih 

diuraikan elemen-elemen dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP) yang pada awalnya hanya disebutkan saja dalam Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 1999. Dalam amandemen ini juga, untuk pertama kalinya 

istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia, yang diatur didalam Pasal 12B.

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan pada Pasal 12B Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001, Pemberian dalam arti luas, yakni dapat meliputi 

pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pemberian pinjaman tanpa 

bunga, pemberian tiket perjalanan, pemberian fasilitas penginapan, pemberian 

perjalanan wisata, pemberian pengobatan cuma-cuma, dan berupa fasilitas 

lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang 

dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.8

D' d’t M d'^'ZOO'Thl Korupsi’ KebiJakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Jakarta:

7 Doni Muhardiansyah, et al, Buku Saku Memahami Gratifikasi, Jakarta- 
Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, 2010, hlm 1.

8 Tim KPK, Informasi
Komisi

publik/gratifikasi/ketentuan-peraturan-gratifikasi, Jakarta, 2001, 
18.18.
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Apabila dicermati penjelasan Pasal 12B Ayat (1), kalimat yang termasuk 

definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan 

pada kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan 

Pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai 

makna yang cukup netral, artinya tidak terdapat makna/arti tercela atau negatif 

dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini akan dihubungkan dengan 

Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu 

bertentangan dengan hukum, melainkan hanya merupakan gratifikasi yang 

memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12B saja.9

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum dimasyarakat adalah pemberian 

tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam 

berbentuk barang atau bahkan berbentuk uang. Hal yang seperti ini bisa menjadi 

suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi 

perbuatan korupsi dikemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah 

oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berapapun nilai gratifikasi 

yang diterima seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, bila pemberian 

tersebut patut diduga berkaitan dengan j abatan/kewenangan yang dimiliki tersebut 

segera melaporkannya kepada KPK untuk dianalisis lebih lanjut10

Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan, bahwa 

pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat

rumusan

yang

9 Doni Muhardiansyah, Op. Cit, hlm 3.
10 lbid, hlm 4.
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bertentangan dengan kewajibannya atau tugas yang melekat pada jabatannya akan 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).11

Pelaku yang menerima hadiah, janji, yang menguntungkan diri sendiri dan 

lain sebagainya yang disebutkan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001 wajib melaporkannya ke KPK, apabila pelaku tidak melaporkannya maka 

sesuai dengan ketentuan Pasal 12C pelaku telah melakukan gratifikasi, Pasal 12C 

telah menentukan batasan waktu untuk melaporkan ke KPK dalam waktu paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari keija terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut 

diterima, namun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12C tidak 

menyebutkan pengaturan tentang pelaporan penerimaan gratifikasi apabila telah 

melampaui batas waktu 30 hari tersebut.12

Berdasarkan uraian yang telah diulas atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji secara ilmiah (skripsi) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap 

Gratifikasi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi”.

11 Lihat Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembar Negara Nomor 
Tambahan Lembar Negara Nomor 4150.

12 Lihat Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Lembar Negara Nomor 
Tambahan Lembar Negara Nomor 4150.

134,

134,
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1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah diulas di atas maka pokok permasalahan yang 

diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum Gratifikasi apabila melaporkan gratifikasi kepada 

KPK melebihi waktu 30 hari seperti yang telah diatur dalam Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ?

2. Apa yang menjadi faktor keterlambatan pelaporan gratifikasi melebihi waktu

30 hari dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang

Nomor 31 tahun 1999 ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian adalah untuk :

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis pengaturan gratifikasi dan 

penegakannya sebagai tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 j o Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

2. Untuk menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi selama ini dan 

adakah penghambatnya penegakan gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi 

menurut Pasal 12B -12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- 

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.
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Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu hukum, 

khususnya hukum pidana di bidang gratifikasi sebagai tindak pidana 

korupsi.

b. Untuk menambah wawasan penulis dan menambah bahan bacaan bagi 

masyarakat agar lebih memahami mengenai seluk beluk gratifikasi 

sebagai tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis yang diperoleh adalah diharapkan tulisan ini dapat berguna

sebagai sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan

bagi para penegak hukum dalam rangka memberantas gratifikasi sebagai

tindak pidana korupsi.

1.4. Metode Penelitian
1.4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, pada penelitian ini 

tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.13

Dalam penerapannya, wawancara dapat dijadikan sebagai 

utama, sarana pelengkap dan sarana penguji. Sebagai sarana utama apabila

sarana

13 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm
53.
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metode wawancara digunakan sebagai satu-satunya alat pengumpul data. 

Sebagai sarana pelengkap apabila ia digunakan sebagai alat informasi dalam 

melengkapi cara lain. Sedangkan sarana penguji yaitu apabila digunakan 

untuk menguji kebenaran atau ketepatan data yang diperoleh dengan 

lain.14

cara

Penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder dan bersifat 

deskriptif-analitis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau 

menggambarkan gejala gejala hukum secara rinci dan lengkap seperti apa 

adanya, dan kemudian menganalisisnya.15

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis

normatif maka pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan perundang- 

undangan (statute approach) karena yang akan diteliti adalah berbagai 

aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian 

dan pendekatan konsep («conceptual approach) yang berfungsi untuk 

memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan 

praktis dan sudut pengetahuan.16

!s ®ur^an Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm 96.
16 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm 39. 

Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative, Malang* Bavumedia 
Publishing, 2010, hlm 306.
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1.4.3. Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi / Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang KPK

b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah

hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari

kamus, ensiklopedia, majalah-majalah, surat-surat kabar, internet dan 

sebagainya.17

1.4.4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengum pulan. data pada sebuah penelitian ini dengan 

menggunakan studi bahan-bahan pustaka atau dengan cara melalukan 

penelusuran literatur hukum dan menganalisisnya.

17 Zainuddin Ali, Metode penelitian hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 106.
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1.4.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara Content Analysis 

yang harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini memaknai 

hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari atas tiga elemen utama berupa 

aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan moralitas yang berinteraksi secara positif 

guna menggerakkan bekerjanya sistem tersebut secara dinamis. Kemudian 

diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan 

perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan 

secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip 

khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan 

jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

1.4.6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir 

penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang 

dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan 

dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang 

kebenaran dari penelitian.19

18 Johny Ibrahim, Op.Cit, hlm 273.
19 Beru Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002, hlm93.
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Metode penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu 

suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari bahan yang bersifat 

umum ke bahan-bahan yang bersifat khusus yang untuk selanjutnya dari 

beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak- 

pihak yang berkepentingan.20

2008 hta35ahder J°h!m NaSUti°n’ Met°de Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju,
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